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PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 77 Tahun 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 203 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN PURWAKARTA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan target
dan indikator kinerja percepatan penurunan
stunting, maka dipandang perlu merubah
Peraturan Bupati Bupati Nomor 203 Tahun
2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
Terintegrasi di Kabupaten Purwakarta ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di
Kabupaten Purwakarta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di
lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagnimana  telah  diubah  dengan  Undang-
UndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan  Anak  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5600),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negarn  Republik  Indonesia - Nomor  5063),
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Nepara Republik Indonesin Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68506);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara
Republik  Indonesin Nomor 5360), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unang-
Undang  Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor <41, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2022
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintahh Nomor 39 Tahun 2007,
tentang  Pengelolaan Uang  Negarn/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesin Nomor 4738),
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012,
tentang Air Susu lbu Eksklusif  (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 201
Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5291);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2017, tentang Kebijakan Strategis Pangan
dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 110);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau
Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun
2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 383);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan
Penberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan,;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun
2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomeor 1};
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19, Peraturan Menteri Keschatan Nomor 29 Tahun
2019 tentang Pennnpgulangan Manaluh Gizi Bagi
Anak  Akibat Penynkit (Berita  Negara  Fepublik
Indonesfa Tahun 2019 Nomor 914);

20, Pernturnn Menteri Dalam Negert Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tatn Cara Perencanaan,
Pengendalion dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Carn Bvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan  Rencana Pembangunan  Menengah
Dacerah Serta Tata Cara Perubahan,

21, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang,  Sanitasi  Berbasis  Masyarakat  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
193);

22. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 23 Tahun
2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

23. Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

24. Peraturan Dacrah Kabupaten Purwakarta Nomor 3
Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru
Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) { Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor
3);

25, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJPD) Daecrah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) ,
sehbagaimana telah diubah  dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ

Tahun 2019 tentang Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi,
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 203
TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN
PURWARKARTA.

Pasal |

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 203 tahun
2021 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi
di kabupaten purwakarta diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi :

Bagian Ketiga
Target dan Indikator Kinerja
Pasal 10

(1) Target pelaksanaan percepatan penurunan stunting
terintegrasi dengan target prevalensi balita stunting
sebesar 19 % pada tahun 2022, 18 % pada tahun
2023 dan 13 9% pada tahun 2024.

(2) Indikator kinerja percepatan penurunan stunting
meliputi :
a. ibu hamil KEK yvang mendapat PMT Pemulihan
b. ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan
ibu hamil K-4
ibu yang mendapat pelavanan nifas
bayi 0-11 bulan telah diimunisasi secara lengkap
balita 6-359 bulan yvang memperoleh Vitamin A
balita kurus vang mendapatkan PMT
balita diare vang memperoleh zink
keluarga yang mengikuti BKB
balita usia 2-6 tahun terdaftar peserta didik di
PAUD
remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah
. (TTD)
rumah tangga yang menggunakan sumber air
bersih rumah tangga vang menggunakan jamban
sehat

gT-FT TR0 an

Pasal [l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta.

0 Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 20 Mei 2023 l
BUPATI PURWAKARTA /.:/
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Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 20 ™l 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA E{V PURWAKARTA
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NORMAN UGRAHA

BERITA DAERAh[ I\ABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 77
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